
BUPATI PACITAN 
PROVINSI JAWA TIBHTR 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN 
NOMOR 5 TAHUN 2017 

TENTANG 

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN DESA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PACITAN, 

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 
Tahim 2014 tentang Desa, maka beberapa Peraturan 
Daerah bidang Pemerintahan Desa perlu dicabut karena 
tidak sesuai lagi dan / atau bertentangan dengan 
peraturan perundang-imdangan diatasnya; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huru f a, perlu menetapkan Peraturan 
Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Bidang 
Pemerintahan Desa. 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

^ 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahim 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur seb^aimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 
(Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 2730); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahim 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapa kal i diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahim 2015 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679). 



5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 
Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5717); 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PACITAN 
dan 

BUPATI PACITAN 

MEMUTUSKAN: 

MeneUpkan : PENCABUTAN PERATURAN DAERAH BIDANG 
PEMERINTAHAN DESA. 

Pasal 1 

Dengan Peraturan Daerah in i , 5 (lima) Peraturan Daerah 
dicabut dan tidak berlaku lagi, yaitu: 
a. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Penjnisunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa 
(Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2007 
Nomor 3); 

b. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2006 tentang 
Sumber-Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor 8); 

c. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa; 
(Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2007 
Nomor 9); 

d. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman 
Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan 
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2009 
Nomor 2); 

e. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian, dan 
Evaluasi Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran 
Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2009 Nomor 9). 



Pasal 2 

Peraturan Daerah in i mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah in i dengan penempatannya 
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan. 

Ditetapkan d i Pacitan 
Pada tanggal 21 - 8 - 2 0 1 7 

BUPATI PACITAN 

INDARTATO 

Diundangkan dl Pacitan 
Pada tanggal 21 - 8 - 2017 

Drs. SUKO WIYONO. MM. 
Pembina Utama Madya 

NIP. 19591017 198503 1 015 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017 NOMOR 5 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN PROVINSI JAWA 
TUdUR NOMOR 185-3/2016 



PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN 

NOHOR 5 TAHUN 2017 

TENTANG 

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH BIDANG PEBSERINTAHAN DESA 

I. uiniM 

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa dan Peraturan pelaksananya, maka beberapa Peraturan Daerah bidang 
Pemerintahan Desa perlu dicabut, yaitu: 
a. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan 

Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pacitan Tahun 2007 Nomor 3); 

b. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2006 tentang Sumber-Sumber 
Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2007 
Nomor 8); 

c. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan 
Kepala Desa dan Perangkat Desa; (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan 
Tahim 2007 Nomor 9) 

d. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan 
dan Mekanisme Pen3aisunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pacitan Tahun 2009 Nomor 2); 

e. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, 
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Desa 
(Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2009 Nomor 9) 

Hal tersebut perlu dilakukan un tuk sinkronisasi dan harmonisasi dengan 
Peraturan Perundang undangan yang berlaku 

n PASAL DEMI PASAL 
Pasal 1 

Cukup jelas, 

Pasal 2 
Cukup jelas. 


